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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan
perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten
Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :
Tri Elyas Setyawan, SH. Eko Santoso, SH., MH. Irfana
Jawahirul Maulida, SH. & Tri Cahyo Widodo, SH.
advokat/penasehat hukum, yang berkantor di Jalan C. R.
Sukandar No. 06 Kelurahan Sananwetan Kecamatan
Sananwetan Kota Blitar., berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 02 Desember 2020, sebagai Penggugat;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  tempat kediaman di  Kabupaten Tulungagung,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa
bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember
2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor
3871/Pdt.G/2020/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang terikat
dalam pernikahan yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 5 Juni
2019M di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Wonotirto Kabupaten Blitar. sebagaimana tercatat dalam BUKU KUTIPAN
AKTA NIKAH NO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup
bersama /kumpul bersama (Ba'da dukhul), tinggal bersama dirumah

Penggugat, kemudian tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat. Dan

goyah, antara ké ing_ ,.;" g isihah h&ktengkaran terus-

menerus, hal il

s pada bulan
Terugat pisah
ugat di Blitar

6. Bahwa dengan demikian terbukti Rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, antara keduanya telah
rukun dan tidak harmonis selama kurang lebih 1 tahun, serta pisah tempat
tinggal selama kurang lebih 1 bulan, selama itu antara keduanya ters
mnerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah sulit untuk

terwujud.
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Berdasarkan uraian diatas mohon kepada yang terhormat Ketua
Pengadilan Agama Blitar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama
Blitar berkenan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara
ini serta menjatuhkan Putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk
seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

dan kuasa hukumpya hae Si _,.f-. a
relaas panggilan 3 {20208
4 i ‘!‘?:;‘

dan tanggal 21 | ¥ e

pernah hadir dai
wakil atau kuag@
alasan yang sah

dipertahankan oleh Pengguga
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat, berupa:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama
Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 11
April 2019, yang telah dicocokan dengan aslinya dan telah dinezegelnd
(P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama

Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
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Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar

Provinsi Jawa Timur, tanggal 05 Juni 2019, yang telah dicocokan dengan
aslinya dan telah dinezegelnd (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua)

orang saksi yang bernama,;

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , bertempat tinggal di Dusun Sragi RT.02
RW.03 Desa Sragi Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut: '

- Bahwa saksi kenaI

menikah padgftghees? . h
-Bahwa se i 41/"5_1?57‘3?%

bertempat
keturunan

- Bahwa saffg

- Bahwa saksi
Penggugat dan

tahun 1 bulan;

memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai paman telah berusaha untuk memberikan nasihat
kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan
Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Wonorejo RT.05 RW.02 Desa

Kalipucung Kecamatan Sutojayan KAbupaten Blitar;
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Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
kakak Penggugat;
-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah
menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat namun belum dikaruniai

keturunan

Penggugat @
tahun 1 bul

pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;
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Menimbang, bahwa terlebih  dahulu, Majelis Hakim perlu
mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat
serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 02
Desember 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah
memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai
Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi

batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas

1971 tanggal 23
Oktober 1994 d@

perkawinan Penggulg

tidak terbantahkan, ol

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama
berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;
Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat
berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan
kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal
standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49
Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

at agar rukun kembali
n , Pasal 130 HIR jo.

] R.I. Nomor 1
skan kehadiran
Jernah hadir di

di ruang sidang

h untuk menghadap

sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR karenanya Tergugat harus dinyatakan
tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;
Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits

Nabi dalam Kitab Hadits Mu’inul Hukkam halaman 96 yang berbunyi:
E&C}‘RS\AJ“@:J&‘IuMej“J“:’l‘-“muL"g;.‘inM\QcJ
A3y alls sgh oy ali Cppalisdl
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Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: “barangsiapa
yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan,
sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang
yang dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian
dalil yang pada pokoknya bahwa sejak 01 Desember 2019 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan
bertengkar disebabkan Masalah ekonomi rumah tangga dan Tergugat jarang

memberi nafkah kepada pengg aknya Penggugat dengan
Tergugat telah hidup berpisgh & TNglhwn 1 bulan lamanya, atas
dasar itu, Penggugat ng6k H e 1 EI@ alth bain sugra Tergugat

terhadap Penggugatif # =% ¢ ' ‘7

karena perkara i G DETte -mendgunakan hukum
acara khusus segligid

2006 dan perub
maka Majelis

d Tahun 2009,
»2riggugat  untuk
membuktikan dali§ :

suai dengan _
menilai alat bukti surat teféghut SahiSebagaifbiat bukderdasarkan Pasal 1888

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan
Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta
otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak
dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan
mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;
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Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang
saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang
sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi
berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok

perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena

itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh lgs@Hz Sakemsaksi Penggugat telah memenuhi

Moy

\_gg- dat yang telah

atas nama

gugat tercatat

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan
dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 05 Juni 2019 namun belum dikaruniai keturunan

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 01 Desember 2019
sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
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Masalah ekonomi rumah tangga dan Tergugat jarang memberi nafkah
kepada penggugat.;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan
selama * 1 tahun 1 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi
nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Para saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuapsBEain

y
e vAE TN
e Jary ) 8ed el il 2 K ol tasii g

bagaimana tercantum baik
dalam Al Qur'an surat Al R rb

Artinya: Dan d
untukm

merasa

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal
selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan tanpa ada komunikasi, maka rumah
tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk
didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan
perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis
Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil

sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan
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kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat
diceraikan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah
tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik

menegaskan:
ddo Al 35 35 e g dil 5 i pin (pe ) pial gy il

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang

memudharatkan maka Allafseizenmmi udharatkannya dan siapa saja

8 il ial_g..) d=o &M Yl g Eﬁ}”)!ﬁé" E'Lq-_g_}.ﬂ sl 13
Al oo\l \gillay a9 (3,401 (9o (po Cllal O Lgd) 9o
asl

dlorotkan terhadap

L .
ceral suamin

Artinya: “Jika isteri

dirinya sehi ah tangga, maka

v nta cerai kepada hakim

dan bila madlorot tersemEI=tedr=t=the, sedangkan perdamaianpun

tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah
terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan
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Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu

bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku
dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,
berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

an patut untuk

XXX XXXXXXX)

EXXXXXXX);

gugat untuk mepmba

a

biaya perkara

berdasarkan musyawargii{laje ki a lizg-Se faffanggal 28 Desember
2020 Masehi, bertepatan o< s

dan Drs. H. Farihin, S.H.., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini
pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Drs.
Taryono Reksowardoyo, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS
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Drs. H. Roji'un, M.H. Drs. H. Kamaluddin, S.H..

Drs. H. Farihin, S.H..

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya:
1. PNBP
a. Pendaftaran

b. Panggilan Pert;
Penggugat/Pemo,

c. Panggilan Pef
Tergugat/ Termgh

d. Redaksi

e. PemberitahU@

2. Biaya proses
3. Penggilan
4. Pemberitahuan isi P
5. Materai
Jumlah ......... s o

(tujuh ratus tiga puluh sa
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